BABII
TEORI MENGENAI SADD AL-DHARI‘AH ; TEORI JUAL BELI; DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Sadd al-Dhari‘ah
1. Pengertian sadd al-dhari‘ah

Sadd al-Dhari ‘ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan
larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah.
Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan
lain yang dilarang. Tampaknya metode ini lebih bersifat preventif.'
Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada
perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Sadd al-Dhari‘ah yaitu masalah yang dhahirnya dibolehkan oleh
agama dan dihubungkan dengan perbuatan yang terlarang.” Dalam

pendapat lain, ulama fikih Abu Zahrah mendefinisikan
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Dhari‘ah menurut istilah ahli hukum Islam ialah sesuatu yang

menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dhari‘ah selalu

' Asmawi, Perbandingan Ushul Figh (Jakarta: Amzah. 2011), 142,
? Nazar Bakry, Figh dan Ushul Figh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.
* Imam Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Kairo, Darul Fikr al ‘Azli, t.th), 228.
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mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi
sasarannya. Artinya perbuatan yang membawa pada mubah ialah mubah,
perbuatan yang membawa pada haram ialah haram, perbuatan yang
membawa pada wajib ialah wajib.*

Kata sadd () menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata a/
dhari‘ah (A~ Y) berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. Maka,
sadd aldhari‘ah secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.
Secara istilah Ushul Fikih yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan’ sadd

al-dhari ‘ah yaitu:

£t

sed)l JJ g8 gl i S 5 8
Artinya: Menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau
kejahatan.

Dengan demikian Sadd al-Dhari‘ah secara bahasa berarti menutup
jalan atau menghambat jalan. Maksudnya menutup jalan pada hal-hal
yang bisa membawa kerusakan atau ke fasidan.

2. Dasar hukum sadd al-dhari‘ah
Dasar hukum dari Sadd al-Dhari‘ah menurut ulama fikih adalah

a. al Quran
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* Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh; (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 2010), 467.
> Satria Effendi, Ushul Figh; (Jakarta: Kencana, 2005), 172.

% A. Masjkur Anhari, Usul Figh; (Surabaya: Miftah el Choir, 2008), 117.
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Artinya: dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”’

Mencaci maki berhala pada hakekatnya tidak dilarang oleh Allah,
tetapi ayat ini melarang kaum muslim mencaci dan menghina berhala,
karena larangan ini dapat menutup jalan ke arah tindakan orang musyrik
mencaci Allah secara melampaui batas.

b. Hadits

Dalam hadits Rasulullah bersabda
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Artinya: dari Abdullah bin Amr r.a, ia berkata Rasulullah
bersabda: “Termasuk diantara dosa besar orang lelaki melaknat orang
tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang
lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau kemudian menjawab,
“Seorang lelaki mecaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang
dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki
tersebut.®

c. Kaidah fikih
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Artinya: Apa yang membawa kepada yang haram maka hal
tersebut juga haram hukumnya.
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7 Departemen Agama RI, a/ Qur’an dan Terjemahannya; (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2002), 190, Q.S al An’am (6): 108.

® Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Bukhari al J a’fi, al Jami’ ash Shahih al Mukhtashar;
(Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 2228.



23

Artinya: meolak segala kerusakan lebih didahulukan daripada
mengambil kemaslahatan.’

Dari kaidah di atas bahwa melarang segala perbuatan maupun
perkatan yang dilakukan mukallaf menjadi wasilah kepada kerusakan/
kemadharatan.

3. Macam-macam sadd al-dhari ‘ah

Para ahli ushul fikih membagi a/-dhari‘ah menjadi 4 (empat) kategori.
Pembagian ini mempunyai signifikan jika dihubungkan dengan
kemungkinan membawa dampak negatif (mafSadah) dan membantu
tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai
berikut'’:

a. Dhari‘ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada
mafsadah.

b. Dhari‘ah yang berdasarkan dengan kuat akan membawa kepada
matsadah.

c. Dhari‘ah yang jarang/ kecil kemungkinan membawa kepada
matsadah.

d. Dhari‘ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dengan kuat) akan
membawa kepada mafsadah.

Terlepas dari kategori mana dhari‘ah yang harus dilarang/

diharamkan, yang jelas dapat dipahami ialah dalil Sadd al-dhari‘ah

° Rahmat Syafe’i, [lmu Ushul Figh, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 134.
' Imam Abu Zahrah, mam Malik Hayatuhi wa Asruhu- arauhu wa Fighuhu; (Kairo: Dal Fikr al
‘Araby, 2006), 349.
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berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus
menghindari mafsadah.
4. Kedudukan sadd al-dhari ‘ah sebagai hujjah

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai Sadd
al-dhari‘ah dapat dijadikan hujjah syar’iyyah atau tidak. Imam Malik bin
Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal menerima Sadd al-dhari‘ah sebagai
hujjah syar’iyyah, sedangkan Imam Al Syafi’i dan Abu Hanifah menerima
Sadd al-dhari‘ah sebagai hujjah syar’iyyah untuk kasus-kasus tertentu dan
menolaknya untuk kasus-kasus lain. Golongan ulama Zahiriy terutama
Ibnu Hazm, menolak sama sekali (secara mutlak) sadd a/-dhari‘ah artinya
bukanlah sebagai Aujjah syar’iyyah.

Secara global, sikap pandang para ulama terhadap posisi Sadd al-
dhari‘ah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kubu, yaitu kubu penerima
(pro) dan kubu penolak (kontra). Adapun kubu pro mengemukakan
argumentasi sebagai berikut'':

a. Dalam surah Al Baqgarah [2]: 104
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan
(kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan
"dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang

mengatakan ra 7na yaitu suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi

" Asmawi, Perbandingan Ushul Figh; (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011),144.
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untuk mencela atau mengejek Nabi. Larangan ini berdasar pada keyakinan

bahwa perkataan ra 7na dapat membawa kepada keburukan, yaitu mencela

atau mengejek Nabi. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya Sadd al-
dhari‘ah.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi
sebagai berikut

a. Aplikasi Sadd al-dhari‘ah sebagai dalil penetapan hukum
ijtihadiyah yang mana merupakan bentuk ijtihad bi al-ra’yi
yang tercela.

b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus
didasarkan atas dalil qat’i dan tidak bisa dengan dalil zanniy
sedangkan penetapan hukum sadd al-dhari‘ah merupakan suatu
bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil zanniy.

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surah al Najm [53]: 28
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Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang
itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang

Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap
kebenaran.
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B. Teori Jual Beli
1. Pengertian jual beli dalam hukum Islam

Jual beli dalam istilah fikih disebut a/ bai‘ yang menurut etimologi
berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaily mengartikan secara
bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al bai
dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu
al-syira’ (beli).”” Dengan demikian, kata al-bai* berarti jual tetapi
sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, para fiigaha mengemukakan beberapa definisi
jual beli, sekalipun substansi masing-masing definisi sama. Sayyid

Sabiq'"’ mendefinisikan dengan

8 05l a5l B e alls 2B, 2 oo B UG JU H5i

2

Artinya: jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling

merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat
dibenarkan.

Dalam definisi tersebut terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan
ganti”, dan “dapat dibenarkan” (a/ ma’dzunu fih). Yang dimaksud harta
adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat maka dikecualikan yang
bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat
dibedakan dengan bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar berbeda

dengan pemberian (Aibah) sehingga harus ada nilai tukar; dan makna

12 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. cet ke 2, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), 67.
1 Sayyid Sabiq; Penerjemah Nor Hasanuddin, Figh Sunnah, (Beirut: Darul Fath), 126.
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dapat dibenarkan (a/ ma’dzunu fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli
yang dilarang.
Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafi yang dikutip dari

Wahbah Zuhaily, jual beli adalah:

Saling tukar harta denga harta melalui cara tertentu. Atau, tukar
menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara
tertentu yang bermanfaat.

Definisi lain dikemukakan Ibnu Qudamah (salah seorang ulama

Maliki) dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, beliau berpendapat jual beli

adalah

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik
dan kepemilikan.

Dalam definisi di atas ditekankan kata “milik” dan ‘“kepemilikan”,
karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki
seperti sewa- menyewa (a/ ijarah).

2. Pengertian jual beli dalam hukum perdata

Berdasakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud

jual beli adalah suatu perjanjian untuk saling mengikatkan diri dalam

pemenuhan hak dan kewajiban, dengan mana pihak yang satu

4 Wahbah Zuhaili, al Fighu al Islamiy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 111.
'S Abdul Rahman Ghazaly, dkk. cet ke 2, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), 68.
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mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.'®

Bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar
benda atau barang dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak,
yang satu menerima benda dan pihak lain menerima harga sesuai
dengan perjanjian dan dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara’.

3. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunah
Rasulullah saw. Aturan jual beli bersumber baik dari al-Quran; hadits;
ijma’; dan kaidah fikih sebagai berikut:
a. al Quran

QS. al Baqgarah [2] :275

) 5 5 el s
Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

QS. an Nisaa’ [4]: 29

S ol W) gl e K Bl ¥ ke 2l Gl
[ 2P .
P 2 o 8,08

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."’

'® pasal 1457, Bab Ke- 5 Tentang Jual beli. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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QS. al Baqgarah [2]: 168

/J‘

;vg

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu.'®

QS. al Maaidah [5]: 88
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Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu
beriman kepada-Nya."

QS. an Nahl [16]: 114
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Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu
hanya kepada-Nya saja menyembah.*

Y Departemen Agama R, a/ Qur’an dan Terjemahannya; (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2002), 107.

" Ibid., 32.

" Ibid., 162.

* Ibid., 381.
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Q.S al Bagarah [2]: 205
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Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan
binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.'

b. Hadis

HR. Bukhori Muslim
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, telah

mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinaar, dari

Abdullah bin Umar r.a : bahwa seorang laik-laki berkata kepada

Rasulullah saw sesugguhnya dia selalu ditipu dalam jual beli: maka

Nabi bersabda : Ketika jual beli katakanlah Laa Khilabah (tidak ada
tipuan).

Dari penggalan ayat-ayat al Quran dan sabda Rasulullah di atas, para
ulama fikih sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi,
pada situasi tertentu menurut Imam al-Syathibi hukum mubah jual beli bisa
menjadi wajib seperti contoh apabila terjadi iAtikar (penimbunan barang
sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), maka menurutnya
pihak pemerintah boleh memaksa penjual untuk menjual barang sesuai harga

sebelum terjadinya pelonjakan harga.

21 .

Ibid., 40.
2 Jami‘u Haququ Tobi‘i, Darus Salami Linnashri wa-Attauzi‘i, cetakan ke empat no. 2117
(Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 1429), 165.
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c. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku
sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini. Dan umat Islam sendiri
juga sepakat bahwa jual beli itu hukumnya ja’iz (boleh) dan terdapat
hikmah di dalamnya. Sebab, manusia bergantung pada barang yang
berada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan
memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan
diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya
kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia
itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa
adanya kerjasama dengan yang lain.”

d. Kaidah fikih

ey G e 5 ks 5 Gl BN 5,80 5 Y
Asal hukum semua kegiatan muamalah ialah sah (boleh) sampai
ada dalil tertentu yang datang membatalkan atau mengharamkannya.
4. Rukun dan Syarat Jual Beli
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga
jual beli itu dapat dikatan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun dan
syarat jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafi dengan jumhur

ulama.

2 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 27.
** Imam Musbikin, Qawai’id Al Fighiyah; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 20.
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Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu 7jab
(ucapan membeli dari pembeli) dan gobul (ungkapan menjual dari
penjual). Akan tetapi jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat
yaitu25:

a. Ada orang yang berakad atau a/ muta’aqgidain (penjual dan pembeli);
b. Ada sighat (1afal ijab dan qobul);

c. Ada barang yang dibeli (ma’qud ‘alaih); dan

d. Adanilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan
nilai tukar barang termasuk syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang
dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakal
Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual
beli itu harus memenuhi syarat:

a) Berakal dan mumayyiz. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan

anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

b) Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan

membeli.
2) Syarat-syarat terkait ijab dan qabul
Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu

kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat

> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. cet ke 2, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.
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dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Untuk itu, para ulama fikih

mengemukakan bahwa syarat ijab dan gabul itu sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal

b) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma’qud ‘alaih)
Syarat-syarat terkait barang yang diperjualbelikan sebagai
berikut:

a) Hendaknya barang yang akan dijual ada. Dengan demikian, jual
beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang
dikhawatirkan tidak ada.?

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu
bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli sebab
menurut syara’ barang tersebut tidak bermanfaat bagi orang
muslim.

c¢) Milik orang yang melakukan akad (penjual).”’” Barang yang
sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

d) Barang tersebut boleh diserahkan terimakan oleh pihak yang
melakukan akad pada saat akad berlangsung.

Madzab Syafi’i juga menyebutkan syarat terkait ma’qud ‘alaih

(barang)® sebagai berikut:

® Wahbah Zuhaili, Figh Islam wa Adzillatuhu; (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 36.
*" Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah; (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123.
8 Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 83.
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a) Suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak suci/
najis

b) Bermanfaat, dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia.
Oleh karena itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah sebab
menurut pandangan syara’ benda ini tidak memberi manfaat bagi
muslim.

c) Dapat diserahkan, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau
pada waktu yang disepakati bersama.

d) Barang milik sendiri atau barang yang diwakilkan kepada orang
lain. Maka tidak sah menjual barang bukan milik sendiri atau
milik umum seperti ikan di laut.

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.
Barang tersebut ada dan jelas, atau apabila tidak ada di tempat
tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk
mengadakan barang itu.*’

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar barang
yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Adapun syarat-
syarat al tsaman menurut para ulama fikih antara lain:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad.

% Abdul Rahman Ghazaly, dkk. cet ke 2, Figh Muamalat; (Jakarta: Kencana, 2012), 75.
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Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di
atas, para ulama fikih mengemukakan syarat lain seperti berikut:

a) Syarat sah jual beli. Suatu transaksi jual beli baru dianggap sah
apabila (a) jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria
barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, jual beli yang
mengandung paksaan, unsur tipuan, unsur madharat (b) apabila
benda yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang
boleh dikuasai oleh pembeli dan harga boleh dikuasai oleh
penjual.*®

b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Bagi orang
yang berakad, barang itu milik sendiri dan bukan milik orang lain
atau hak orang lain terkait barang tersebut.

c) Syarat yang terkait dengan kekuataan hukum akad jual beli. Para
ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli bersifat
mengikat jika jual beli tersebut terbebas dari segala macam
khiyar . Apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak khiyar,
maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.’'
Dalam jual beli terdapat hak khAiyar (hak opsi) bagi pihak penjual

dan pembeli untuk menemukan suatu kesepakatan bersama. Hak

khiyaryaitu hak bagi keduanya untuk meneruskan atau membatalkan

jual beli. Adanya hak khiyar cenderung memberikan ketidakpastian

*1bid., 77.
3! Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 120.
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akad sebab masih dapat dibatalkan ataupun dilanjutkan, namun
adanya khiyar ini memberi sebuah kesempatan akan kepuasan pihak
pembeli.
5. Khiyar dalam jual beli
a. Pengertian

Kata al khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Para ulama
fikih mengemukakan pembahasan k#iyar dalam permasalahan yang
menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi
ekonomi. Secara terminologi, Sayyid Sabiq®” telah mendefinisikan al

khiyar sebagai berikut:

e

z =z

sLaiY) o AU D 54 5L

Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan
atau membatalkan (jual beli).

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang
melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi
yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam
suatu transaksi bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan
khiyar menurut syara’ yakni agar kedua belah pihak dapat
memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dalam akad jual
beli yang dilaksakan, supaya tidak ada yang dirugikan atau merasa

tertipu.

32 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, cet ke-3 (Kairo: Darut Turots, 2012), 119.
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b. Macam-macam Khiyar
Khiyar itu ada yang bersumber dari syara’ seperti khiyar majlis,
‘aib dan ru’yah ada juga yang bersumber dari kedua pihak seperti
khiyar syarat dan ta’yin. Berikut dikemukakan pengertian masing-
masing:
1) Khiyar al Majlis
Khiyar al-majlis yaitu hak pilih untuk membatalkan atau
meneruskan bagi kedua belah pihak yang berakad untuk
membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu
majelis akad (tempat untuk melaksanakan akad).
2) Khiyar at Ta’yin
Khiyar at-ta’yin yaitu hak pilih untuk membatalkan atau
meneruskan bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda
kualitas dalam jual beli. KAiyar ini menurut ulama Hanafiyah
dibolehkan, dengan alasan banyak barang yang sejenis dengan
kualitas berbeda sehingga ia memerlukan bantuan seseorang pakar
agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai
dengan kebutuhannya.
3) Khiyar as Syarth
Khiyar as syarth yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah
satu pihak atau keduanya untuk membatalkan atau meneruskan

selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
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4) Khiyar Ru’yah
Khiyar ru’yah yaitu hak pilh bagi pembeli untuk menyatakan
berlaku atau batal terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika
akad sedang berlangsung. Jumhur ulama fikih yang terdiri dari
ulama Hanafiyah, Hanabilah, Zahiriyah sepakat khiyar ru’yah
disyari’atkan dalam Islam.
5) Khiyar ‘Aib
Khiyar ‘aib yaitu hak pilih untuk membatalkan atau
meneruskan bagi kedua pihak yang berakad, apabila terdapat cacat
pada obyek yang diperjualbelikan.
6. Landasan Hukum Khiyar
Dalil yang menjadi landasan hukum k#Aiyar adalah beberapa hadis
di antaranya:
H.R Bukhori Muslim
Lo BM L Eae JB 56 e L B Sl g Ji B0
oy e Bl o 2l o o B (2 gl o oS e s o e
By Wy B 0B — Wiy B> I3 — Wk JL LG U2y ¢ JG
P(Gagr 6 w22 LIS LS 0y hgns 3

Artinya: telah menceritakan kepada kami Badal bin Muhabbar :
telah menceritakan kepada kami Syu’ba dari Qatadah, berkata: saya
telah mendengar Aba al Kholil bercerita dari Abdullah bin Haris, dari
Hakin bin Hizam r.a dari Rasulullah saw bersabda : Dua orang yang
melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum
berpisah — atau beliau bersabda hingga keduanya berpisah — jika
keduanya jujur dan menjelaskan cacat dagangannya maka keduanya

3 Jami‘u Haququ Tobi‘i, Darus Salami Linnashri wa-Attauzi‘i, cetakan ke empat no. 2082
(Riykadh: Maktabah Dar as Salam, 1429),



39

diberkahi dalam jual beli dan bila menyembunyikan cacatnya dan
berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.

Dan dalam riwayat lain,

H.R Shahih Muslim

do

Il - @ < °s < .0 o /?.@, P o 24 u@
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S Wbds $5ad B8 81 ) oo ) 25 0
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Maka dia memilih satu dari dua pertimbangan sampai tiga (hari).
Jika menghendaki, dia bisa mengambilnya dan jika tidak
menghendaki, dia bisa mengembalikannya, dan menambahnya dengan
satu sha’ kurma. Dua pertimbangan yang dimaksud yaitu bisa
mengambil atau mengembalikannya. Penyebutan bilangan tiga (hari)
bukan lah menjadi suatu ketentuan akan tetapi suatu kebiasaan atau
adat.®
Abu Shaf sepakat dengan pendapat jumhur ulama yang
menetapkan hak khiyar bagi pembeli antara mengambil barang jika
menyetujui atau mengembalikaanya ditambah satu sha’kurma kering
jika dia tidak menginginkannya. Sedangkan Abu Hanifah dan
Muhammad berpendapat bahwa pembeli mengembalikan barang yang

kurang saja.

* Ibid no. 3832., 940.
3 Wahbah az Zuhaili, Figh Islam, cet. kesepuluh (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 210.
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7. Syarat-syarat khiyar

a. Khiyar Majlis
Para pakar hadis menyatakan kalimat “berpisah badan” pada hadis
Rasulullah adalah setelah melakukan akad jual beli barang diserahkan
kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual.*® Imam
an Nawawi, muhadis, dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa untuk
menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya
diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat dimana akad
dilakukan.

b. Khiyar Ta’yin
Khiyar ta’yin menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan
bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang
kualitas itu tidak diketahui pasti oleh pembeli. Maka syarat khiyar
ta’yin yang dikemukakan ulama Hanafiyah yaitu (a) pilihan dilakukan
terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya; (b) barang
itu berbeda sifat dan nilainya; (¢) tenggang waktu untuk khiyar ta’yin
harus ditentukan yaitu tidak lebih dari tiga hari.

c. Khiyar as Syarth
Ketentuan dalam pelaksanaan khiyar ini adalah: (a) masa tenggang
untuk memutuskan pilihan, di antara ulama ada yang membatasi
sampai tiga hari ada juga yang lebih dari tiga hari sesuai kebutuhan;

(b) sah melakukan persyaratan minta tenggang waktu tertentu

3% Nasrun Haroen, Figh Muamalah; (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.
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walaupun lama; (c) waktu berlakunya khiyar as syarath dimulai sejak
transaksi hingga selesai masa tenggang yang disepakati; (d) harus ada
pembatasan khiyar as syarath dalam waktu yang baku dan pasti; (e)
tidak diperbolehkan memberikan persyaratan masa tenggang melebihi
masa kadaluwarsa karena akan merugikan salah satu pihak.”’
Khiyar Ru’yah
Jumhur ulama fikih mengemukakan beberapa syarat khiyar ru’yah
yaitu:
1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan.
3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti
jual beli dan sewa menyewa.
Khiyar ‘Aib
Menurut para fuqaha, adapun syarat-syarat berlakunya khiyar ‘aib
setelah diketahui ada cacat pada barang itu’®, adalah:
1) Cacat diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah
terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat
ketika akad berlangsung.
3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak

mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

¥ Ibid., 132.
¥ 1bid., 136.



42

Berlaku pula syarat-syarat antara lain®’:
1) Keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat.
2) Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudabh,
seperti najis dalam baju yang bisa suci.
3) Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli.
Cara menetapkan cacat ada empat macam sesuai dengan perbedaan
cacat:
1) Cacat yang bisa terlihat
2) Cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh para ahli
3) Cacat yang tidak bisa diketahui oleh wanita; dan

4) Cacat yang hanya diketahui dengan percobaan

C. Hukum positif di Indonesia
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli adalah adalah suatu perjanjian timbal balik antara penjual
dan pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan
suatu benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar
harga benda sebagai yang sudah diperjanjikan.*
2. Dasar Hukum Jual Beli
Dalam jual beli atau perdagangan, pembeli dan penjual mempunyai
hak-hak yang harus didapat agar dapat menerima kepuasan yang penuh

dalam memiliki barang yang diinginkan, termasuk di dalamnya pasal 4

3 Wahbah Zuhaili, Figh Islam; (Jakarta: Gema Insani, 2011), 211.
* Dijan Widijowati, Hukum Dagang; (Yogyakarta: Andi, 2012), 121.
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ayat a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa; juga hak atas
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/ atau jasa.*!

Seluruh hak-hak tersebut harus didapatkan oleh calon pembeli/
konsumen, oleh karena itu penjual harus memiliki “usaha yang
terorganisasi atau melembaga” agar dapat menjual/ menghasilkan barang
atau jasa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi penjual juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan
informasi penggunaan barang secara jelas dan jujur kepada pembeli,
tujuannya agar pembeli mengetahui informasi yang tertera pada produk.
Ini diatur dalam pasal 7 ayat b berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.

Dan seperti halnya yang yang terjadi pada pembeli atau konsumen,
terkadang mereka mengalami kesulitan akan bahasa asing yang ada pada
kemasan suatu produk impor, maka dari itu terdapat pasal yang mengatur
permasalahan ini, yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau

' Pasal 4 huruf (c), Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam etika bisnis penjual yang menutupi hak pembeli atas informasi
suatu produk maka barang tersebut termasuk cacat produk. Apabila
pelaku usaha melakukan pelanggaran atas informasi yang telah diatur di
atas, maka barang/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari
peredaran berdasar aturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.*

* Pasal 8, ayat 1, huruf (j), Undang—undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3 Ibid., Pasal 8, ayat 4.



